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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN PERJANJIAN LELANG SUNGAI DI BIDANG 

PERIKANAN ANTARA PEMENANG LELANG, NELAYAN,  

DAN PEMERINTAH DESA BUNGA KARANG  

KECAMATAN TANJUNG LAGO  

KABUPATEN BANYUASIN 

 

Oleh 

Muhaimin 

 

Desa Bunga Karang adalah desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Lago  

Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah 6.253 (ha) dengan jumlah penduduk 

1.506 jiwa yang mayoritas tinggal di pesisir sungai menjadikan Desa Bunga Karang 

Kecamatan Tanjung Lago sebagai desa yang mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai nelayan tradisional, dengan demikian masyarakat desa Bunga 

Karang memiliki tradisi yaitu lelang sungai di bidang perikanan. Maka dari itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, pelaksanaan perjanjian 

lelang sungai di bidang perikanan di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago, 

penyelesaian perselisihan jika ada salah satu pihak pelaksanaan perjanjian lelang 

sungai di bidang perikanan di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago 

melakukan wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat 

deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara 

dengan pihak terkait. Hasil penelitian adalah: (1) Pelaksanaan Perjanjian lelang 

sungai di bidang perikanan sudah menggunakan perjanjian secara tertulis tetapi 

hanya mengikat dua pihak yaitu pemerintah desa dan pemenang lelang sedangkan 

perjanjian antara pemenang lelang dan nelayan hanya menggunakan asas 

kepercayaan dan tidak memiliki sanksi jika ada yang melanggar. (2) Penyelesaian 

perselisihan apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan 

perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan 

Pemerintah desa yaitu ada 2 macam (a) Antara pemerintah desa dan pemenang 

lelang jika salah satu pihak ada yang wanprestasi maka akan di lakukan 

musyawarah antara kedua belah pihak apa bila tidak dapat di selesaikan tidak 

menutup kemungkinan untuk mengambil jalur hukum. (b) Sedangkan antara 

pemenang lelang dan nelayan jika adanya wanprestasi penyelesaiannya hanya 

dengan teguran dan hilangnya kepercayaan dan sanksi yang di terima hanya 

larangan mencari ikan bagi nelayan di wilayah pemenang lelang tersebut. 

 

Kata Kunci:  Pelaksanaan dan Perjanjian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Hukum perdata mencakup banyak hal salah satunya mencangkup 

tentang perjanjian, lelang adalah salah satu bentuk perjanjian namun, 

perjanjian lelang ini bukan benda atau hewan melainkan sungai hal ini 

sungai unik untuk dijadikan karya ilmiah, tradisi lelang sungai ini sudah 

dilakukan cukup lama yang dilaksanakan di Desa Bunga Karang Kecamatan 

Tanjung Lago, tradisi ini tidak mudah dijumpai di Indonesia, maka dari itu 

dengan adanya tradisi ini membuat Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung 

Lago memiliki ciri Khas yang berbeda dari desa-desa lainnya yang dapat 

dijumpai di Indonesia. Hal ini sudah menjadi budaya, yang patut dilestarikan 

agar membuat Desa Bunga Karang menjadi Desa yang terkenal akan warisan 

budaya yang turun-temurun, semakin berkembang zaman maka dari itu hasil 

sungai yang dimiliki Desa Bunga Karang yang sangat melimpah membantu 

perekonomian masyarakat desa, terutama para nelayan. 

Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang 

penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai secara 

geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan 

berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah 
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darat dan laut1.  Sesuai dengan lokasi yang diambil Desa Bunga Karang 

Kecamatan Tanjung Lago yang bertempat di pinggir sungai atau lebih 

dikenal masyarakat pesisir. Namun nelayan disini didominasi oleh nelayan 

tradisional sebagai pelaku usaha perikanan, kegiatan ekonomi penduduk 

yang utama dilakukan adalah menangkap ikan. 

  Karena mayoritas penduduk adalah para nelayan maka 

perekonomian di desa bunga karang tidak berjalan baik, kurangnya pembeli 

membuat sumber daya yang melimpah seakan tidak menguntungkan bagi 

masyarakat desa terutama para nelayan, mereka bingung untuk menjual hasil 

tangkapan mereka kepada siapa, karena itu Pemerintah Desa Bunga Karang 

Kecamatan Tanjung Lago mengadakan lelang sungai yang di khususkan 

hanya bagi putera daerah atau masyarakat asli daerah tersebut, karena lelang 

itu bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masarakat daerah 

tersebut, dan pemenang lelang adalah sebagai jembatan penjualan hasil laut 

para nelayan ke pasar agar perekonomian masyarakat desa berjalan lebih 

baik. 

Lelang adalah proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual 

pada penawar dengan harga tertinggi. Terdapat beberapa macam variasi 

lelang yang bergantung pada batas minimum penawaran, durasi lelang, 

hingga cara penentuan pemenang dari lelang ini.2 

                                                 
1Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir .Jember. 

Ar-ruzz Media.hlm7 
2 Nm Wahyu Kuncoro.2015.97 Resiko Jual Beli Property. Raih Asa Sukses. 

Jakarta. hlm265 
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 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah penjualan barang yang 

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan 

yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, 

yang didahului dengan pengumuman lelang biasanya lelang dilakukan 

dengan datang ke tempat lelang, melakukan proses administrasi, dan 

mengikuti lelang di lokasi dengan mengacungkan tangan atau menunjukkan 

nomor peserta lelang.3 

Lelang ini telah menjadi tradisi yang telah dilakukan sejak lama 

namun pada zaman dahulu lelang ini menggunakan perjanjian sesuai hukum 

adat setempat. Tujuan dilakukannya lelang bukan hanya untuk mencari 

pengepul untuk nelayan sebagai jembatan penjualan ikan ke pasar tapi untuk 

menciptakan perekonomian yang mandiri dengan melibatkan semua warga 

untuk mengelola asil alam mereka sendiri agar tercipta perekonomian yang 

baik dengan asas kepercayaan. 

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji ke pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal4. Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada 

ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat di buat secara lisan dan 

tulisan. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna 

sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami 

                                                 
3 Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana.2016. Risalah Lelang Sebagai 

Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang. Journal Ilmu Hukum.Bali.hlm.3 
4 I Ketut Oka Setiawan.2017.Hukum Perikatan.Sinar Grafika.Jakarta. hlm42 
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perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk 

tersendiri sehingga bila bentuk itu di ingkari maka perjanjian tersebut tidak 

sah.5Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak sebagai alat 

pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa 

(perjanjian) 

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, adalah Perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara 

dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya tersedia hak 

dan masing-masing pihak.6  

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 

KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, 

apapun isi dan bagaimanapun bentuknya: “Semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut 

tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam 

KUHPerdata.7 

 Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 

KUHPerdata, yaitu: 

                                                 
5 Ibid.hlm43 
6 Soesilo,Pramudji.2008.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Rhedbook 

Publisher.Buku Ke 3. hlm298 
7 Suyanto.2020.Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Rugi Dalam 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.Cv Jagad Publishing.Surabaya.hlm165 
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1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian 

kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang 

diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus 

mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, 

di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-

diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, 

mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud). 

Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian 

menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-

unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. 

2.  Kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada 

dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali 

ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. 

3.  Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang 

diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling 

tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan 

jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian tersebut 

harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya 

dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan 

bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat 

diperdagangkan. 

4.  Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, 

yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi 
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dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam 

Pasal 1337 KUHPerdata8 

Namun sekarang zaman telah berubah tanpa adanya hukum yang 

mengikat, perjanjian menggunakan asas kepercayaan sudah sulit untuk di 

terapkan, karena lemahnya sebuah perjanjian tanpa dasar hukum yang jelas 

membuat orang berani untuk melanggarnya karena sanksi yang di timbulkan 

hanya kehilangan kepercayaan, tanpa adanya sanksi yang membuat efek 

jerah, perjanjian itu akan selalu lemah di mata hukum maupun di mata 

orang-orang yang terikat dalam perjanjian tersebut  

 Berdasarkan dari latar belakang yang disampaikan diatas, penulis 

tertarik akan adanya permasalahan  yang terjadi. Dalam penelitian ini 

penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang fenomena tersebut. Dengan 

demikian penulis akan membahasnya dalam judul “PELAKSANAAN  

PERJANJIAN LELANG SUNGAI DI BIDANG PERIKANAN 

ANTARA PEMENANG LELANG, NELAYAN, DAN PEMERINTAH 

DESA BUNGA KARANG KECAMATAN TANJUNG LAGO”. 

 

 

 

 

                                                 
8 Retna Gumanti.2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari 

KUHPerdata).Jurnal Pelangi Ilmu.Vol 05.hlm 4 
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B.   RUMUSAN MASALAH  : 

 Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk 

pertanyaan : 

1. Bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang 

perikanan antara pemenang lelang, nelayan dan Pemerintah Desa Bunga 

Karang Kecamatan Tanjung Lago? 

2. Bagaimana penyelesaian perselisihan apabila ada salah satu pihak yang 

wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang 

perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah Desa 

Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago? 

 

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN  

1. Ruang Lingkup 

 Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak 

terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya 

dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian Skripsi ini, adalah : 

Pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara 

pemenang lelang, nelayan dan pemerintah desa, dan penyelesaian 

perselisihan jika ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan  antara 

pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah Desa Bunga Karang 

Kecamatan Tanjung Lago 
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2. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengganalisis dan 

menjelaskan tentang : 

a. Pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang perikanan di 

Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago 

b. Penyelesaina perselisihan jika ada salah satu pihak yang wanprestasi 

dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan  

antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah Desa Bunga 

Karang Kecamatan Tanjung Lago 

 

D. Kerangka Konseptual 

1. Perjanjian 

Perjanjian didefinisikan sebagai “hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum“. 

Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak 

dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. 

Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, 

menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar 

maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum 

atau sanksi9 

 

                                                 
9 R Bukido.2016.Urgensi Perjanjian Dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum 

Perdata. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah.hlm 3 
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2. Lelang 

Menurut Pasal 1 VR menyatakan bahwa lelang adalah: 

“Penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang, yang 

diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin 

meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan 

pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau 

sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau 

kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau 

membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan10 

3. Perikanan 

Pengertian Perikanan terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 

Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan bahwa “Perikanan 

adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 

praproduksi-produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang 

dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan”.11 

4. Nelayan 

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan. Dalam perstatistikan perikanan perairan umum, 

                                                 
10  DA Asmara.2006.Peranan Notariat Sebagai Pejabat Lelang Dalam Upaya 

Sosialisasi Lelang Di Indonesia. Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro.hlm 8 
11 Z Fajari,Dkk.2016. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 

Republik Indonesia No 1 Tahun 2015.Diponegoro Law Jurnal.vol 5.Semarang.hlm 3 
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nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penagkapan 

ikan di perairan umum seperti laut dan tambak12 

5. Pemenang Lelang 

Pemenang lelang adalah peserta yang mengikuti kegiatan lelang yang 

melakukan penawaran dengan harga yang paling tinggi13 

6. Pemerintah Desa 

Pengertian pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa terutama pada Pasal 1 angka 

(6) adalah : Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.14 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang 

paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu pembahasan 

yang akan dibahas. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis 

                                                 
12 YR Agustiani, NS Mohd.2016. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRD Di Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)  

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah.Vol 1.Aceh.hlm 497 
13 SA Nugroho.2012.Hukum Persaingan Di Indonesia.Kencana Paramedia 

Grub.Jakarta.hlm 282 
14 Yusnani Hasjimzoem.2014. Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. Fiat 

Justisia Jurnal Ilmu Hukum.Volume 8.hlm 467 
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dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan cara memadukan 

bahan-bahan hukum (yang merupakan data perimer dan  sekunder).Data 

primer yaitu data yang di peroleh dari studi lapangan melalui wawancara 

dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. 

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji 

berbagai literatur yang berhubungan dengan data yang diteliti. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Karena pengumpulan data ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) maka metode pengumpulan data yang peulis gunakan adalah 

metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari peraturan 

yang berlaku di Indonesia beserta pelaksanaannya dan pendapat para 

ahli maupun buku-buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk 

mendapatkan data dari responden. Lokasi ini bertempat di “Desa Bunga 

Karang kecamatan Tanjung Lago”. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data di lakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah di kumpulkan tekstual, lalu dikontuksikan data yang 

telah di kumpulkan secara tekstual, lalu di kontruksikan secara 

kualitatif, untuk berikutnya ditarik suatu kesimpulan. 
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F. Sistematika Penulisan  

 Sesuai Dengan Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang , Penulisan Ini Secara Keseluruhan 

Tersusun Dalam 3 ( Tiga ) Bab  Dengan Sistemantika Sebagai Berikut :   

 

I. Bab I : Pendahuluan  

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

d. Kerangka Konseptual 

e. Metode Penelitian 

f. Sistematika Penulisan 

II. Bab II : Tinjaun Pustaka  

a. Pengertian Perjanjian 

b. Syarat-syarat dan azas perjanjian 

c. Pengertian Lelang 

d. Dasar Hukum Lelang 

e. Pengertian Nelayan 

f. Pengertian Pemerintah Desa 

g. Tinjauan Umum Hukum Perikatan dan Kelautan 

 

 

 



13 

 

 

 

III. Bab III : Pembahasan 

1. Pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang perikanan 

antara pemenang lelang, nelayan dan Pemerintah Desa Bunga 

Karang Kecamatan Tanjung Lago 

2. Penyelesaian perselisihan apabila ada salah satu pihak yang 

wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di 

bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan 

Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago 

IV. Bab VI : Penutup 

1. Kesimpulan  

2. Saran 
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